WALI KOTA MEDAN: PERBAIKAN INFRASTRUKTUR KEJAR KUALITAS

iz A ANTARANEWS
Sumber gambar: https://sumut.antaranews.com/

St

Medan (ANTARA) - Pembangunan dan perbaikan infrastruktur di Kota Medan yang
sedang dilakukan di tengah pandemi dengan mengejar kualitas demi pemulihan ekonomi
masyarakat di daerah ini.

"Kualitas dan ketepatan waktu yang kita kejar. Ini penting agar pengerjaan berjalan
dengan tetap memperhatikan kualitas, dan bukan kuantitas,” ujar Wali Kota Medan, Bobby
Nasution di Medan, Selasa (14/9).

Upaya percepatan pembangunan infrastruktur di ibu kota Provinsi Sumut, lanjutnya,
akibat Pemkot Medan ingin memberdayakan masyarakat sebagai pekerja di lapangan.

Sebab, kata wali kota, tidak sedikit masyarakat Kota Medan kehilangan pekerjaan
akibat pandemi COVID-19 hampir dua tahun terakhir.

"Termasuk program kerja 2022 terhadap akselerasi pemulihan ekonomi masyarakat
lewat pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan sosia,” terang Bobby.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, Zulfansyah Ali mengaku akan
mempercepat perbaikan infrastruktur baik jalan maupun drainase di daerah ini.

la menerangkan, ada sebanyak 109 paket segera dikerjakan di antaranya 50 paket
perbaikan jalan, dan 59 paket perbaikan drainase yang melibatkan warga setempat.

"Setelah ditentukan pemenang lelang, maka perbaikan dilakukan. Akan ada
multiplier effect dari perbaikan baik infrastruktur maupun drainase," kata Zulfansyah.
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Catatan:
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Pasal 1 angka 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14

4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan,
termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi
lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di
bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan
kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

9. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan,
pembangunan, dan pengawasan jalan.

10. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan,
penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-
undangan jalan.

11. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis,
pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan
pengembangan jalan.

12. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran,
perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan
pemeliharaan jalan.

13. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib
pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.

14. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan,
pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 2
Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan
keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan
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akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan
kemitraan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk:

a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;

b. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;

c. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan
kepada masyarakat;

d. mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada
kepentingan masyarakat;

e. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk
mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; dan

f. mewujudkan pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka.

Pasal 5

(1) Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam
bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan
keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(2) Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi
kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

(3) Jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan
mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 16 ayat (1) s.d. (3)

(1) Wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi
penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa

(2) Wewenang pemerintah  kota dalam penyelenggaraan jalan  meliputi
penyelenggaraan jalan kota

(3) Wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan,
pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.
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Pasal 17

Pengaturan jalan umum meliputi pengaturan jalan secara umum, pengaturan jalan
nasional, pengaturan jalan provinsi, pengaturan jalan kabupaten dan jalan desa, serta
pengaturan jalan kota.

Pasal 20

Pengaturan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

meliputi:

a. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa
berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian
antardaerah dan antarkawasan;

b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan
desa;

C. penetapan status jalan kabupaten dan jalan desa; dan d. penyusunan perencanaan
jaringan jalan kabupaten dan jalan desa.

Pasal 23
Pembinaan jalan umum meliputi pembinaan jalan secara umum dan jalan nasional,
jalan  provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa, serta jalan Kkota.

Pasal 26

Pembinaan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

meliputi:

a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur
penyelenggara jalan kabupaten dan jalan desa;

b. pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan ruang
manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan; dan

c. pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten dan jalan
desa.
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Pasal 29

Pembangunan jalan umum, meliputi pembangunan jalan secara umum, pembangunan
jalan nasional, pembangunan jalan provinsi, pembangunan jalan kabupaten dan jalan
desa, serta pembangunan jalan kota.

Pasal 30 ayat (1)

Pembangunan jalan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah

sebagai berikut:

a. pengoperasian  jalan umum  dilakukan setelah  dinyatakan = memenubhi
persyaratan laik fungsi secara teknis dan administratif;

b. penyelenggara jalan wajib memrioritaskan pemeliharaan, perawatan dan
pemeriksaan jalan secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan
jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;

c. pembiayaan pembangunan jalan umum menjadi tanggung jawab Pemerintah
dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing;

d. dalam hal pemerintah daerah belum mampu membiayai pembangunan jalan
yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan, Pemerintah dapat
membantu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

e. sebagian wewenang Pemerintah di bidang pembangunan jalan nasional
mencakup perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan
pemeliharaannya dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan

f. pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Kkriteria, persyaratan,
standar, prosedur dan manual; penyusunan rencana umum jalan nasional, dan
pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan memperhatikan masukan dari
masyarakat.

Pasal 33

Pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

meliputi:

a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta
pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten dan jalan desa;

b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa; dan
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c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan kabupaten dan
jalan desa.

Pasal 36

Pengawasan jalan umum meliputi pengawasan jalan secara umum, pengawasan jalan
nasional, pengawasan jalan provinsi, pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa,
serta pengawasan jalan kota.

Pasal 39

Pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

meliputi:

a. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa; dan

b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten dan jalan
desa.

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 Tentang
Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan

Pasal 1 angka 2 s.d. 5 dan 20

2. Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan adalah upaya merencanakan,
melaksanakan  konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan
mengevaluasi sistem fisik dan non fisik drainase perkotaan.

3. Sistem Drainase Perkotaan adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari
prasarana dan Sarana Drainase perkotaan.

4. Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah
tanah, baik yang terbentuk secara alami mau pun dibuat oleh manusia, yang berfungsi
menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.

5. Sarana Drainase adalah Bangunan Pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut
mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati
jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan
saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.

20. Penyelenggara Sistem Drainase Perkotaan adalah pemerintah, badan usaha,
dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan Penyelenggaraan Sistem Drainase
Perkotaan.
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Pasal 4

(1) Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menganut sistem pemisahan antara
jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah pada wilayah perkotaan.

(2) Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menjadi tanggung jawab Pemerintah,
Pemerintah  Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangannya.

(3) Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar daerah dalam
Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.

(4) Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan oleh instansi teknis yang bertanggungjawab dalam sub bidang drainase.

Pasal 5

(1) Sistem Drainase Perkotaan terdiri atas:
a. sistem teknis; dan
b. sistem non teknis.

(2) Sistem teknis drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan jaringan drainase perkotaan yang terdiri dari saluran induk/primer,
saluran sekunder, saluran tersier, saluran lokal, bangunan peresapan, bangunan
tampungan beserta sarana pelengkapnya yang berhubungan secara sistemik satu
dengan lainnya.

(3) Sistem non teknis drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan dukungan terhadap sistem teknis drainase perkotaan terkait dengan
pembiayaan, peran masyarakat, peraturan perundang-undangan, institusi, sosial
ekonomi dan budaya, dan kesehatan lingkungan permukiman.

(4) Saluran induk/primer dan/atau saluran sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase
perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak
dalam satu wilayah perkotaan.

Pasal 20

(1) Operasi dan Pemeliharaan dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan fungsi Sistem
Drainase Perkotaan dengan prinsip aman dan bersih.

(2) Operasi dan Pemeliharaan drainase perkotaan primer, sekunder dan tersier menjadi
tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.
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(3) Dalam hal Operasi dan Pemeliharaan drainase perkotaan lokal, menjadi tanggung

jawab pengelola kawasan.

(4) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan di kawasan permukiman yang
dibangun oleh pelaku pembangunan menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan
dan/atau masyarakat berdasarkan peraturan perundangan.

(5) Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan wajib mengikuti kaidah pelaksanaan Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Sistem Manajemen Lingkungan.

Pasal 24

(1) Pemantauan dan Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja Sistem Drainase
Perkotaan secara keseluruhan.

(2) Penyelenggara Sistem Drainase Perkotaan menyampaikan laporan kegiatan
penyelenggaraan kepada Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan
kewenangannya.

(3) Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dilakukan
oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

(4) Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan sistem drainase meliputi teknis
dan non teknis.

(5) Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi teknis meliputi:

a. kondisi dan fungsi prasarana dan sarana sistem drainase perkotaan;
b. karakteristik genangan; dan
c. kualitas air.
(6) Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi non teknis meliputi:
a. kelembagaan;
b. manajemen pembangunan;
c. keuangan;
d. peran masyarakat dan swasta; dan
e. hukum.

Pasal 25

Hasil Pemantauan dan Evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan
kinerja penyelenggaraan dan perumusan rencana tindak turun tangan sesuai dengan
kewenangannya.
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Pasal 26

(1) Pemantauan kinerja Sistem Drainase Perkotaan dilaksanakan secara langsung
maupun tidak langsung.

(2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan mengadakan kunjungan lapangan ke tempat Penyelenggara guna
memperoleh gambaran secara langsung tentang pengoperasian sistem drainase
perkotaan.

(3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan Penyelenggaraan Sistem
Drainase Perkotaan, serta sistem informasi Penyelenggaraan Sistem Drainase
Perkotaan maupun data elektronik lainnya.

Pasal 28

(1) Penyelenggara menyampaikan laporan kegiatan Penyelenggaraan Sistem Drainase
Perkotaan kepada pemerintah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(2) Penyelenggara menyampaikan laporan kegiatan Penyelenggaraan Sistem Drainase
Perkotaan sebagai berikut:
a. Penyelenggara tingkat nasional menyerahkan laporan kepada Menteri;
b. Penyelenggara tingkat provinsi menyerahkan laporan kepada Gubernur; dan
c. Penyelenggara tingkat kabupaten/kota menyerahkan laporan kepada

Bupati/Walikota.

Pasal 30

(1) Pembiayaan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dapat bersumber dari:
a. APBN;
b. APBD; dan/atau
c. sumber dana lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya investasi, dan
biaya Operasi dan Pemeliharaan.

(3) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ yang
berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang
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dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan
dan dikelola secara terbuka.
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